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ABSTRACT; Legal protection for children who are victims of sexual violence is
an important issue within the judicial systems of various countries. This article
aims to analyze and compare the legal protections offered to children who are
victims of sexual violence in Indonesia and Malaysia. The method used is a
normative juridical approach with a comparative analysis of the legal frameworks
in both countries, along with an examination of the legal concepts of protection in
practice. The findings show that although both Indonesia and Malaysia have
regulations concerning child protection, there are significant differences in the
implementation and enforcement of laws related to sexual violence against
children. In Indonesia, while the Child Protection Law exists, its implementation
faces several practical challenges, whereas Malaysia has a more stringent
approach in prosecuting offenders. This article suggests the need for enhanced
coordination among institutions and public education to strengthen child
protection in both countries.

Keywords: Legal Protection, Children's Rights, Sexual Violence, Indonesia, Malaysia,
Legal Comparison.

ABSTRAK; Perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual
merupakan isu penting dalam sistem peradilan di berbagai negara. Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum yang
diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan
antara peraturan hukum di kedua negara, serta analisis terhadap konsep-konsep
perlindungan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
Indonesia dan Malaysia memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak,
terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait
kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, meskipun terdapat UU
Perlindungan Anak, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa aspek praktis,
sedangkan di Malaysia, meskipun ada peraturan serupa, pendekatan pemidanaan
terhadap pelaku cenderung lebih tegas. Artikel ini menyarankan perlunya
peningkatan koordinasi antar lembaga dan edukasi publik untuk memperkuat
perlindungan anak di kedua negara.
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PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah global yang terus meningkat,
berdampak pada kehidupan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan
perhatian khusus dalam berbagai aspek. Anak-anak sebagai kelompok rentan, tidak hanya
menghadapi ancaman kekerasan fisik dan emosional, tetapi juga mengalami trauma yang
mendalam yang memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Di Indonesia dan
Malaysia, kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu serius yang dihadapi oleh pemerintah,
lembaga penegak hukum, serta masyarakat.

Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak
anak, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaannya
masih terkendala oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, serta
rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, prosedur peradilan yang sering
kali memihak pada pelaku dan minimnya dukungan untuk pemulihan korban menjadi
tantangan utama dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

Sementara itu, di Malaysia, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur
perlindungan anak, seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, terdapat perbedaan dalam
pendekatan dan ketegasan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak. Beberapa
kebijakan di Malaysia dianggap lebih tegas dalam hal sanksi terhadap pelaku kekerasan
seksual, tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan dalam sistem
perlindungan korban.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian
perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal perlindungan hukum terhadap hak anak
korban kekerasan seksual. Isu ini tidak hanya terkait dengan aspek perundang-undangan, tetapi
juga dengan implementasi praktis serta dampak sosial yang dihasilkan. Dalam konteks ini,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan kebijakan serta
mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual di kedua negara, dengan harapan

dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan anak di masa depan.
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Rumusan Masalah

1.  Mengapa terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual di Indonesia dan Malaysia?

2. Bagaimana implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak anak korban

kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia?

Tujuan

a.  Untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan
Malaysia.

b.  Untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan
kepada anak korban kekerasan seksual di kedua negara dan memberikan rekomendasi

untuk perbaikan sistem perlindungan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang
menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan
Malaysia terkait perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual. Metode ini
berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum
lainnya yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan membandingkan kebijakan
perlindungan anak di kedua negara. Dalam menganalisis teori hukum, salah satu sumber utama
yang digunakan adalah buku karya Peter Mahmud Marzuki, khususnya "llmu Hukum", yang
memberikan landasan teori hukum yang sangat penting dalam memahami aspek hukum secara

mendalam dan sebagai dasar dalam analisis perundang-undangan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di
Indonesia dan Malaysia

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat
serius dan merusak perkembangan anak-anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.
Dalam beberapa dekade terakhir, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengakui masalah ini
sebagai isu yang mendesak dan telah mengimplementasikan berbagai kebijakan serta peraturan

hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.
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Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan perlindungan
terhadap anak korban kekerasan seksual antara kedua negara ini, baik dalam aspek legislasi,
implementasi, maupun penegakan hukum- Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan
dalam sistem hukum, budaya, serta kebijakan pemerintah masing-masing negara terhadap isu
kekerasan seksual terhadap anak.

1.  Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, telah mengakui
pentingnya perlindungan anak dalam berbagai undang-undang dan konvensi internasional.
Salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak dan menjamin
perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak yang mengikat
Indonesia untuk melindungi hak anak di berbagai bidang, termasuk perlindungan dari
kekerasan seksual.

Namun, meskipun terdapat peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak,
implementasi hukum di Indonesia sering kali terkendala oleh sejumlah faktor. Salah satunya
adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, yang berpengaruh
pada kemampuan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif.
Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta stigma sosial terhadap korban
kekerasan seksual anak juga sering menghambat proses hukum. Misalnya, seringkali korban
kekerasan seksual, terutama anak perempuan, lebih sering dipersalahkan dan dipandang
sebagai "aib keluarga", yang menghambat mereka untuk melapor dan mendapatkan
perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Dalam konteks perundang-undangan pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan landasan bagi
perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, yang sering terjadi di lingkungan rumah
tangga Hukum pidana Indonesia mengatur sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap
anak, dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama serta denda yang besar. Meskipun
demikian, implementasi dari hukum ini sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antar

lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum yang panjang
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dan seringkali memihak pada pelaku juga menjadi kendala besar dalam pemberian
perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

2.  Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Malaysia

Di sisi lain, Malaysia juga memiliki serangkaian undang-undang yang mengatur
perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001
yang telah diubah melalui Akta Perlindungan Kanak-Kanak (Pindaan) 2016. Akta ini
memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan,
eksploitasi, dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual. Di samping itu, Malaysia juga
meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan beberapa instrumen internasional lainnya,
yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak dalam sistem hukum
negara tersebut.

Salah satu kelebihan sistem hukum Malaysia dalam menangani kekerasan seksual
terhadap anak adalah pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku. Malaysia memiliki Akta
Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017, yang secara khusus mengatur tindakan pidana
terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, Malaysia juga mengadopsi
kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan seksual, yang tercermin dalam penegakan hukum
yang lebih ketat terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Sistem peradilan di Malaysia juga
lebih cenderung memberikan hukuman berat terhadap pelaku, termasuk hukuman penjara yang
lama, bahkan seumur hidup, untuk kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, meskipun sistem hukum di Malaysia cukup ketat, tantangan yang dihadapi dalam
implementasi perlindungan anak tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kurangnya pemahaman
tentang hak-hak anak dan aksesibilitas hukum yang terbatas bagi korban, terutama di daerah
pedesaan atau terpencil, menjadi tantangan yang masih ada. Selain itu, Malaysia juga
menghadapi isu terkait pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
melindungi anak dari kekerasan seksual, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian cukup
dari berbagai kalangan.

3. Perbandingan Perlindungan Hukum antara Indonesia dan Malaysia

Secara umum, meskipun baik Indonesia maupun Malaysia memiliki landasan hukum
yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, ada beberapa perbedaan mendasar
yang perlu dicermati. Pertama, keberadaan peraturan hukum yang lebih terperinci dan fokus

terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Malaysia, seperti Akta Kesalahan Seksual
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Terhadap Anak 2017, memberikan dasar yang lebih jelas dalam menanggulangi tindak pidana
ini. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak,
seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, pendekatan hukum terhadap kekerasan seksual
terhadap anak masih terintegrasi dalam hukum pidana umum, sehingga sering kali kurang
spesifik dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kedua, penegakan hukum di Malaysia lebih tegas dan cepat, dengan prosedur hukum
yang lebih efisien dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di
Indonesia, proses hukum sering kali lambat, dan sering terjadi penyimpangan dalam prosedur
hukum, seperti penundaan kasus atau kekurangan saksi dan bukti yang dapat menghambat
jalannya persidangan.

Namun, peran masyarakat dan pendidikan publik menjadi faktor yang sangat penting
dalam kedua negara. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya
memahami hak anak korban kekerasan seksual, dan seringkali anak yang menjadi korban lebih
disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan yang
dialami. Di Malaysia, meskipun kesadaran hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual

cenderung lebih tinggi, namun kesadaran sosial terkait isu ini masih perlu ditingkatkan.

Implementasi dan Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Seksual di Indonesia dan Malaysia

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang
paling serius. Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, membutuhkan perlindungan
ekstra dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, emosional, maupun seksual. Di Indonesia
dan Malaysia, kedua negara ini telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap untuk
melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun, meskipun terdapat peraturan hukum
yang jelas, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan
seksual masih menjadi tantangan besar. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis bagaimana
implementasi dan efektivitas hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di kedua
negara, baik dari sisi perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan, serta kendala-kendala
yang dihadapi.
1. Implementasi Perlindungan Hukum di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, telah

mengakui pentingnya perlindungan anak melalui berbagai instrumen hukum. Salah satu dasar
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hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak,
termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi
PBB tentang Hak Anak pada tahun 1990 yang mewajibkan negara untuk memastikan
perlindungan hak anak di berbagai bidang, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual.

Namun, meskipun Indonesia memiliki peraturan yang jelas dalam hal perlindungan anak,
implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama
adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan, yang sering menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap
anak. Ketidaksinkronan ini menyebabkan proses hukum yang lambat dan kurang efektif dalam
memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat
penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi
kendala. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami bagaimana menangani kasus
kekerasan seksual anak dengan cara yang sensitif dan mendukung pemulihan korban.

Sebagai contoh, meskipun ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan terhadap anak dari
kekerasan seksual yang sering terjadi dalam lingkup keluarga, namun banyak korban yang
tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Proses hukum yang panjang, dan prosedur
yang tidak ramah anak, seringkali membuat korban merasa trauma dan enggan untuk melapor
atau melanjutkan proses hukum. Selain itu, meskipun Indonesia memiliki lembaga
perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga ini sering
kali terbatas dalam hal sumber daya dan kewenangan untuk melakukan penanganan kasus yang

lebih mendalam.

2.  Efektivitas Perlindungan Hukum di Indonesia

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak
korban kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Beberapa faktor yang
mempengaruhi efektivitas perlindungan anak di Indonesia antara lain adalah kurangnya akses
bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan proses hukum yang tidak ramah anak. Banyak
korban kekerasan seksual anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka karena sistem hukum yang ada tidak memberikan prioritas terhadap

kesejahteraan anak. Misalnya, di banyak kasus, korban harus melalui serangkaian pemeriksaan
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medis dan psikologis yang menguras energi dan memunculkan kembali trauma yang mereka
alami.

Sistem hukum Indonesia juga menghadapi masalah dalam penegakan hukum yang adil.
Banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan
atau bahkan tidak dihukum sama sekali karena faktor-faktor seperti penyalahgunaan
wewenang, korupsi, atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti
yang cukup. Padahal, dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku sering kali
memiliki kekuasaan yang lebih besar atau merupakan orang terdekat korban, seperti orang tua
atau anggota keluarga. Hal ini semakin memperburuk proses hukum, karena korban sering kali
merasa terintimidasi atau tidak berdaya untuk melawan pelaku.

3. Implementasi Perlindungan Hukum di Malaysia

Malaysia juga memiliki rangkaian peraturan yang cukup komprehensif untuk melindungi
anak-anak dari kekerasan seksual. Salah satu peraturan utama yang mengatur hal ini adalah
Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, yang telah diperbarui melalui Akta Perlindungan
Kanak-Kanak (Pindaan) 2016. Selain itu, Malaysia juga memiliki Akta Kesalahan Seksual
Terhadap Anak 2017 yang mengatur tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan
memberikan hukuman yang lebih berat bagi mereka. Malaysia juga telah meratifikasi Konvensi
PBB tentang Hak Anak dan berbagai instrumen internasional lainnya yang memberi dasar bagi
perlindungan anak di negara tersebut.

Dalam hal implementasi, Malaysia menunjukkan penegakan hukum yang lebih tegas
dibandingkan dengan Indonesia. Salah satu contoh dari hal ini adalah kebijakan zero-tolerance
terhadap kekerasan seksual yang tercermin dalam pendekatan pidana yang lebih berat terhadap
pelaku kekerasan seksual anak. Proses peradilan di Malaysia cenderung lebih efisien dan lebih
cepat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, Malaysia
memiliki unit khusus yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga
memungkinkan penanganan yang lebih fokus dan terkoordinasi.

Namun, meskipun Malaysia memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dalam
penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, akses terhadap keadilan bagi korban masih
menjadi tantangan besar. Banyak korban kekerasan seksual, terutama yang berasal dari daerah
pedesaan atau terpinggirkan, kesulitan untuk mendapatkan akses ke lembaga hukum yang

dapat memberikan perlindungan. Selain itu, meskipun Malaysia memiliki sistem hukum yang
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tegas, kurangnya kesadaran publik mengenai hak-hak anak dan perlindungan yang tersedia
bagi mereka sering menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus

kekerasan seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia
memiliki peraturan hukum yang serupa dalam hal perlindungan anak korban kekerasan seksual,
terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi hukum di kedua negara.
Malaysia memiliki regulasi yang lebih spesifik dan terfokus pada perlindungan anak korban
kekerasan seksual, seperti Akta Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017, yang memberikan
dasar hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Sementara itu,
Indonesia cenderung lebih mengintegrasikan perlindungan anak korban kekerasan seksual ke
dalam peraturan umum yang ada, sehingga terkadang sulit untuk menegakkan hukum secara
efektif. Selain itu, proses hukum yang lebih lambat dan kurang ramah anak menjadi masalah
utama dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hal implementasi dan efektivitas perlindungan hukum, Indonesia menghadapi
berbagai tantangan terkait dengan koordinasi antar lembaga dan pelatihan aparat penegak
hukum yang masih terbatas. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup baik
untuk melindungi anak, kenyataannya perlindungan tersebut belum optimal di lapangan,
terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil atau kurang terakses oleh sistem
hukum. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan implementasi yang lebih baik, dengan sistem
hukum yang lebih tegas dan prosedur yang lebih efisien dalam menangani kasus-kasus
kekerasan seksual terhadap anak. Namun, kendala aksesibilitas dan kesadaran publik di
beberapa daerah masih menjadi tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas perlindungan

hukum di Malaysia.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di
Indonesia, disarankan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan terfokus pada
masalah kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang telah dilakukan di Malaysia. Penguatan
peraturan yang ada, serta penerapan kebijakan yang lebih jelas dalam penanganan kasus

kekerasan seksual anak, akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi aparat penegak
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hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi
antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak agar
proses hukum menjadi lebih cepat dan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di Indonesia, sangat penting untuk
memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada aparat penegak hukum agar mereka lebih
sensitif terhadap kebutuhan korban anak dan memahami pentingnya penanganan kasus
kekerasan seksual dengan pendekatan yang ramah anak. Selain itu, upaya peningkatan
aksesibilitas hukum bagi korban, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas. Di
Malaysia, disarankan untuk terus memperkuat kesadaran publik mengenai hak anak dan
perlindungan terhadap mereka, agar korban kekerasan seksual dapat lebih mudah melapor dan

mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.
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